
 

BUPATI BANGKA 
PROVINSIKEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA 
NOMOR 33 TAHUN 2020 

 
 TENTANG 

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI BAHRIN KABUPATEN BANGKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang  
Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum 
Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi 

manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu 

likuiditas keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan 
tetap memperhatikan rencana pengeluaran; 

  b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 
118.45/810/RSUD/2011 tentang Penetapan Penerapan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat, 
maka Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka dapat 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin 

Kabupaten Bangka. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)  
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) 
danUndang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk 

Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 
tentangPembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
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12. Peraturan  Daerah   Kabupaten  Bangka Nomor  9  Tahun  
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

13. PeraturanBupati Bangka Nomor 74 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat 
Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2016 Nomor  85); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH DEPATI BAHRIN KABUPATEN BANGKA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah 

yang menjadi Daerah Otonom dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD  
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 

5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang 

selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang 
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-

praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan 

dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

8. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi antara 
para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur 

keabsahannya. 
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9. Rencana Bisnis dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengelolaan investasi meliputi pengelolaan investasi jangka 

pendek. 

BAB III 

INVESTASI 

Pasal 3 

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi 

peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap 

memperhatikan rencana pengeluaran. 

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka 

pendek. 

Pasal 4 

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk 

dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan 
memperhatikan rencana pengeluaran. 

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 
12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara 

otomatis; dan 

b. Surat berharga negara jangka pendek. 

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi : 

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 

b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan 

c. Instrument keuangan dengan resiko rendah. 

 

Pasal 5 

(1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk 
membiayai pengeluaran sesuai RBA 

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
wewenang Pimpinan BLUD. 

BAB IV 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 6 

Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan 
bulanan atas pengelolaan investasi. 
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Pasal 7 

(1) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada 

Pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran 
kewajiban yang timbul akibat dari pengelolaan investasi. 

(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 
Pimpinan BLUD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas BLUD. 

 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal 8 Juni 2020 

BUPATI BANGKA, 
 

Cap/dto 
 
MULKAN   

Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 8 Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA, 

 
Cap/dto  

 

ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
Cap/dto 

 
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 

PEMBINA TK I 
NIP. 19660608 198603 1 004 

 


